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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 6149 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL-MANAT PUKWOREJO PILAN GKENCENG
KABUPATEN MADIUN PROVIN SI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDCONESIA,

L.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Madrasah yang bermuru, perhi memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar
nasional pendidikan; -

pahwa Raudbatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimeaia dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Tndonesia tentang Izin
Operasional pendirian Raudhatnl Athfal AL-MANAF
PURWOREJO PILANGKENCENMG KABRUPATEM MADWUN
Provinsi Jawa T'mur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur. 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaraa Negara
Republik Indonesia Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

peraturan FPemerintah Noraor 10 Tahun 2005 wntaug
Standar Nasional Pen didikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nornor #1, Tambahan Lembarai
Negeara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturall Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang gtandar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomov
5410);

peraturarn Pemerintah Nowmor 47 Tahun 2008 tentung Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 0008 Nomor 90, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48673);

peraturan Pemerintah Noraor 48 Tahun 2008 tentang

pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, rambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4864):
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indornesia Nomor
4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloluan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Inconesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubal dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang "erubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tertang
Pengelolaan dan P_nyelenggaraan Pendicikan (Lombaran
Negara Repaiblik Indonesia Tehun 20l Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untux Sekolah
Dasar/Madrasah [btidaiyah, Sekolah . Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menerngah
Atas/Madrasah Aliyvah;

Peraturan Menteri Againa Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1& Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengen
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah (an Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah ditbah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Fepublik Indenesia Tahun 2013
Nomor 684};

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 ientang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Peraturan Menteri Agama Nomor €0 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraar. Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Incdonesie Tahun 2015 Noraor 1733);

. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor : 688/Kw.13.2/5/PP.00.4/10/2016 Tanggal

20 Oktober 2016:

. Relcomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
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MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MANAF
PURWOREJO PILANGKENCENG KABUPATEN MADIJN
PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakar tagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagi Raudhatul Athfal setelah jangka waktu 4 (empat) tahum,

Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

a. Menyampsaikan laporan perkembangan Raudhatul Athial
kepada Kepala Kantor Kementerisr Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peserta  didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau '

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi PAUD/Raudhatul
Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

:Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b mendapat veringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam  hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
darn/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b tidak mendapat peringlat minimal C, maka izin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 November 2016

a.n. MENTERI A(:AMA);I:_}P’@BOK INDONESI
RALA KANTOR WILAY.
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IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah

RAUDHATUL ATHFAL AL-MANAF
PURWOREJO PILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN

Nomnor Statistik Madrasah

101235190131

Alamat Madrasah

JL. WISANGGENI RT: 020/006
DESA/KELURAHAN PURWOREJO
KECAMATAN FPILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Organisasi Penyelenggara

—

YAYASAN AL-MANAI® PURWOREJO

Akte Notaris Organisast
Penyelenggara
Fengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara
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